BAB 11

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency
theory yaitu stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang
menggambarkan situasi dimana para manaemen tidaklah termotivas oleh
tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama
mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa
adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.
Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok
principals dan mangemen. Maksimalisas utilitas kelompok ini pada
akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam
kelompok organisasi tersebuit.

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi
organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996;
David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004;
Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awa perkembangannya,
akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan
informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntans
sebagal penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang
semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesiaisasi dalam

akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin
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kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi
sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-
fungs pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi
pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber
daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah)
pengel olaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = managjemen)
yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara steward dan
principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif
sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus
organisas sektor publik adalah stewardship theory.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan
eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya
untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan
yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik
maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk
melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (mangemen dan
auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam
mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan |aporan

informasi keuangan yang berkualitas.
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2.2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenal
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Laporan keuangan organisas sektor publik merupakan
komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya
tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik
menimbulkan implikasi bagi managjemen sektor publik untuk memberikan
informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa
laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Tujuan laporan keuangan yang menerapkan SAP berbasis Akrual
secara spesifik menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah :
(@ menyediakan informasi mengenai posis sumber daya ekonomi,
kewgjiban, dan ekuitas pemerintah; (b) menyediakan informasi mengenal
perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
(c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi; (d) menyediakan informasi mengena ketaatan
realisas terhadap anggarannya; (€) menyediakan informasi mengenai cara
entitas pelaporan mendanal aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
(f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan (g) menyediakan informas
yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

Kerangka konseptual laporan keuangan Peraturan Pemerintah No. 71

Tahun 2010 yang menerapkan SAP berbasis Akrual adalah ukuran-ukuran
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normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan

tersebut yaitu:

1. Relevan, yatu informasi yang termuat di dalamnya dapat

mempengaruhi  keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluas peristiwva masa lalu atau masa kini dan memprediks

masa depan, serta mengoreksi hasil evaluas mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

a)

b)

d)

Manfaat umpan baik (feedback value). Informasi
memungkinkan pengguna untuk menegaskan adat
mengoreksi ekspektasi mereka di masalau.

Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat
membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masakini.
Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disgjikan secara
tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam
pengambilan keputusan.

Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi
yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas
agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat

dicegah.
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2. Andal, yaitu informas dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
setigp fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang
andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penygjian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan
atau secara wajar dapat diharapkan untuk disgjikan.

b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disgjikan
dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda
jauh.

c) Netrditas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum
dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat
diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya
pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sgenis
lainnya pada periode waktu yang sama.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disgikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam
bentuk sertaistilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para

pengguna.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran yang diwagjibkan menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. SKPD
selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaks pendapatan dan
belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesual
standar akuntans yang diterima umum dan memenuhi Kkarakteristik
kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu
akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena
semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan
akan disgjikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan
pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan
akan menciptakan transparanss dan nantinya akan mewujudkan
akuntabilitas. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah
maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas
pengel olaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Menurut Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan
adalah: (1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan
periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (2) menyediakan
informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan; (3) menyediakan informasi

mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan; (4) menyediakan
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informasi  mengenai  bagaimana entitas pelaporan mendanai  seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) menyediakan informasi
mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya; (6) menyediakan informasi mengenai
perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan
anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan. Komponan pelaporan
keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Redisas
Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4)
Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan
Ekuitas;, (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan
memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas
pelaporan pada tangga pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama
periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan
penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menygjikan informasi untuk membantu para
pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset,
seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi
sumber daya ekonomi. Penygjian laporan keuangan merupakan hal yang
sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen
dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002).

Daam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menerapkan

SAP berbasis Akrual, dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-
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kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investas jangka panjang, aset
tetap, kewagjiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas
dana.

Menurut Diamond (2002), informasi keuangan di dalam laporan
keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (a) meningkatkan
akuntabilitas untuk para manger (kepala daerah dan para pegabat pemda)
ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas
keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola; (b)
meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya
mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas
informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan
akuntabilitas; (c) memfasilitas penilaian posisi keuangan dengan
menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (d) memberikan informasi

yang lebih [uas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Aksesibilitas L aporan K euangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau
ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan
seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain
dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 dalam
Sande, 2013). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan

seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana 2006).
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Menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan
hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun
daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi
konsep  pertanggungjawaban  publik.  Pertanggungjawaban  publik
mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan
sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada
pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan
informasi  keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan
informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap
laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang
terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, mgjaah, radio,
stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan
perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah
terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informas yang
disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus
meningkatkan  aksesibilitas laporan  keuangannya, tidak sekedar
menyampaikannya ke DPRD sgja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas

agar dapat mengetahui atau memperol eh laporan keuangan dengan mudah.
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2.4. Akuntabilitas Pengelolaan K euangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar
dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai
bahan evaluas tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak
untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik

antaralain, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum vyaitu
akuntabilitas  kegujuran  terkait dengan  penghindaran
penyal ahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas
hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber
dan publik.

2. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang
telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik
dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

mangjemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses
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termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat,
responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapal atau tidak dan apakah telah
mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil
optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban
pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang
diambil.

Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses
demokrasi yang esensial dimana setiap warga negara dapat melihat secara
terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada
membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah
kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui
akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berbasis Akrual tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa komponen yang harus
terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melipuiti:
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengel olaan

keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan
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dengan pengel olaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur

melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh

berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak

mengetahui informasi tersebut.

2.5.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari judul pendlitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan

aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, peneliti menemukan lima penelitian terdahulu yang terkait

dengan judul tersebut yang disajikan padatabel berikut ini.

Tabd 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Pendliti Variabel Sampel Hasi

Aliyah dan | Independen : Anggota Hasil yang diperoleh dari

Nahar Penyajian laporan | DPRD, penelitian ini adalah bahwa

(2012) keuangan daerah kepala daerah | secaraterpisah dan bersama-
dan aksesibilitas dan para sama penyajian laporan
laporan keuangan | kepala satuan | keuangan daerah dan
daerah kerja (badan, | aksesibilitas|aporan
Dependen : kantor), dan keuangan daerah berpengaruh
Transparansi dan masyarakat positif dan signifikan
akuntabilitas terhadap transparansi dan
pengelolaan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah keuangan daerah.

Nurhayani | Independen : Seluruh dinas | Hasil yang diperoleh dari

(2013) Penyajian dan di penelitian ini adalah bahwa
aksesibilitas Pemerintahan | secaraparsial penyajian
laporan keuangan | kotaBandung | laporan keuangan
Dependen : berpengaruh signifikan
Akuntabilitas terhadap akuntabilitas
pengelolaan pengel olaan keuangan daerah,
keuangan daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan mempunyal
pengaruh yang lebih besar
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Pendliti Variabel Sampel Hasi
terhadap akuntabilitas
pengel olaan keuangan daerah
dibandingkan penyajian
laporan keuangan. Secara
simultan, penyajian dan
aksesibilitas |aporan
keuangan mempunyal
pengaruh yang cukup besar
terhadap akuntabilitas
pengel olaan keuangan daerah.
Sande Independen : Kepala SKPD | Hasil yang diperoleh dari
(2013) Penygjian laporan | dan kepala penelitian ini adalah bahwa
keuangan dan bagian penyajian laporan keuangan
aksesibilitas keuangan dan aksesibilitas laporan
laporan keuangan | SKPD keuangan berpengaruh
Dependen : signifikan positif terhadap
Akuntabilitas akuntabilitas pengelolaan
pengelolaan keuangan daerah.
keuangan daerah
Hehanussa | Independen: Pegawai Hasil yang diperoleh dari
(2015) Penygjian laporan | Pemkot penelitian ini adalah bahwa
keuangan daerah Ambon, penyajian laporan keuangan
dan aksesibilitas Dosen daerah dan aksesibilitas
laporan keuangan | Perguruan laporan keuangan daerah
daerah Tinggi di secaraparsia dan simultan
Dependen : KotaAmbon, | berpengaruh positif dan
Transparansi dan dan signifikan terhadap
akuntabilitas Mahasiswa transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan Fakultas pengelolaan keuangan daerah.
keuangan daerah Ekonomi
Jurusan
Akuntansi
dan
M anajeman
Wahida Independen : Kepalabadan, | Hasil yang diperoleh dari
(2015) Penygjian laporan | sekretaris, penelitian ini adalah bahwa
keuangan daerah kepala penyajian laporan keuangan
dan aksesibilitas bidang, daerah dan aksesibilitas
laporan keuangan | kepala seksi laporan keuangan daerah
daerah maupun staf | secaraparsia dan simultan
Dependen : dari masing- | berpengaruh positif dan
Akuntabilitas masing SKPD | signifikan terhadap
pengelolaan yang terlibat | akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah dalam proses | keuangan daerah.
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Peneliti Variabel Sampel Hasi

pengelolaan
keuangan
daerah dan
masyarakat

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk
menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah
harus bisa menyusun laporan keuangan sesua standar akuntans yang diterima
umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pemerintah
Daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah yang menyajikan
informas yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi
keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-
wakilnya.

Penygjian informas yang utuh dalam laporan keuangan akan
menciptakan transparans dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas
(Nordiawan, 2010). Berarti semakin bak penyagjian laporan keuangan
pemerintah maka akan berimplikas terhadap peningkatan terwujudnya
akuntabilitas pengel olaan keuangan daerah.

Nurhayani (2013), menyatakan penyajian laporan keuangan
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengel olaan keuangan daerah.
(Hehanussa 2015), menyatakan penygjian laporan keuangan daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas
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pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi
terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor
utama untuk mewujudkan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan
keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka
dapat dibangun hipotesis:

Hi: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.6.2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan K euangan Daerah

Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap
laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informas yang dapat
dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan
oleh media, seperti: surat kabar, majaah, radio, stasiun televisi, dan website
(internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan
yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan
Bennet, 2004).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para
pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menygjikan laporan keuangan
dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna

laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan
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keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus
mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan
keuangan, tidak hanya kepada lembaga legidatif dan badan pengawasan
tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada
pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Sande (2013) menyatakan aksesibilitas |aporan keuangan berpengaruh
signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hehanussa (2015) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengel olaan keuangan daerah.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka
dapat dibangun hipotesis:

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daer ah.

2.6.3. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Akseshbilitas
Laporan Keuangan Daerah Secara Bersama-Sama terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran
pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan

pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami
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sebagal kewagjiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menygjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi
sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-
lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban
horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang
kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang
dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah
pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah
harus terdapat Penyagjian Laporan Keuangan Daerah, ha ini diharapkan
dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam
rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor
publik. Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan
mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan
memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para
pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

yang lebih baik.
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Aliyah dan Nahar (2012) menyatakan penyagjian laporan keuangan
daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparans dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahida (2015) menyatakan
penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
pengel olaan keuangan daerah.

Berdasarkan atas dasar dukungan teori dan bukti empiris di atas, maka
dapat dibangun hipotesis:

Hs: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah



